
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2OOO NOMOR 90

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOM'OR 6 TAlluN 2000

TENTANG
PEMBENTU KAN ORGAN ISASI

DINAS.OINAS DAERAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG.MAHA ESA

BUPATI PATI

Menimbang bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan

pbmlangunan Daerah sesuai dengan nelaklanln Otonlni

Daerah, maka pengaturan: organisgsi pgrangkat Daerdh perlu

disesuaikan ;

b. bahwa b€ndasalk9n,,Perattlrq*' Pemerintah Nomor 84 Tahun

2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka

dipandang plsrlg .ryrs,qgalu[r4a? .faernEeatul( organisasi Dinas -

dinag Daerefr Kah:vpAteR:fatit;''''
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c.

I

bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b rliatas perlu

ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Tahun 1974 Nomor

55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana

telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999

tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974

tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3890) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849) ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3848) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2000 Nomor 54 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik

Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk

Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah

Mengingat : 1.

2

4.

5.

6.
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dan Rancangan (epu!usan Presiden. (Lembalan Negara

Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;

B. Keputusan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati

tanggal 21 Desernber 2000 Nomor 13 / KEP 12000 tentang

Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Pati tentang Pembenlukan Organisasi Sekretariat

Daerah Kabupaten Patr, Pembentukan Organisasi Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, Pem-

bentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Patt,

Pembentukan Organisasi Dinas - dinas Daerah Kabupaien Pati,

Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten

Pati.

Dengan Persetujuan :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati

MEII/IUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS

KABUPATEN PATI.

PAI-I TENTANG

DINAS DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a Daerah adalah Kabupaten Pati ;

b. Pemerrntah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pati
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c. Bupatr adalah Bupati Palr .

d. Sekretaris Daerah adalah Sekrelaris Daeralt Kabrrllaterr l-air .

e. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daer;rir .

f Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah adalalt Drnas :

Permukiman darr Prasarana Daerah Kabupaten Pati ;

g. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati ,

h. Dinas Pendidikan Nasional adalah Dinas Pendidikan Nasional

Kabupaten Pati ;

i. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan

Peternakan Kabupaten Pati ;

j. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan

dan Pariwisata Kabupaten Pati ;

k. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas

Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pati ;

l. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Pati ,

m. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pati ;

n. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Pati ;

o. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten Pati ;

p Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menuniukkan

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai

Negeri Sipil Dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan

tugasnya yang didasarkan pada keahlian datt atau ketrampilan

tertentu serta bersifat mandirr.
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Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini,,dibentuk Dinas . Dinas Daerah

Kabupaten Pati.

Pasal 3

Dinas - dinas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini

adalah :

a. Dinas Permukifian dan Prasarana Daerah ; '' ,' ;

b. Dinas Kesehatan ;

c. Dinas Pendidikan Nasional ;

d. Dinas Pertanian dan Peternakan ;

e. Dinas Perhubungan dan Pariwisata ;

f. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ;

g. Dinas Pertanahan ;

h. Dinas Tenaga Keda dan Transmigrasi ;

i. Dinas Kelautan dan Perikfian ;

j. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
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BAB III

KEDUDU.KAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Di nas Permukiman dan -Pr*seraha: Daerah

Pasal 4

(1) Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah rnempurryai

kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah

dibidang Permukiman dan Prasarana Daerah.

(2) Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah dipimpin oteh

seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pisat 5

Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah mempunyai tugas pokok

rnelaksanakan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas

desentralisasi dibidang Permukiman dan Prasarana Daerah.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Pasal 5 Feraturan Daerah ini, Dinas Permukiman dan Prasarana

Daerah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pembinaan kewenangan dibrdang permukiman dan
prasarana daerah yang ditetapkan oleh Bupati ;

b. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dibidang permukiman

dan prasarana daerah ;

c. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umurn dibidang

46



permukiman dan prasarana daerah

d. pembinaan terhadap untt pelaksana teknis dibidang per-

mukiman dan prasarana daerah ;

e. pengelolaan Cabang Dinas ;

f. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Pasal 7

(1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah

dibidang kesehatan.

(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

urusan rumah tangga Daerah dalam bidang kesehatan yang

menjadi kewenangannya dan urusan lain yang dilimpahkan oleh

Pemerintah Pusat maupun Propinsi Jawa Tengah dibidang

kesehatan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas

Pasal 8 Peratttran Daerah rrtr

fungsi :

pokok sebagaimana dimaksud

Dinas Kesehatan mempunyai
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a. pelaksanaan pemblnaan kewenangan dibrdang keselratan yanq
ditetapkan oleh Bupati ;

b. pengembangan sistem kesehatan kabupaten ;

c. pengembangan tenaga kesehatan ;

d. penyusunan rencana, penggerakkan pelaksanaan, dan
monitoring evaluasi program pembangunan dibidang kesehatan.
serta penyelenggaraan sistem informasi kesehatan ; 

'

e. pelaksanaan penyuluhan kesehatan dan pembinaan kesehatan
masyarakat ;

f. pembinaan terhadap penyelenggaraan jaminan pemeliharaan
kesehatan masyarakal ;

g. petaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap
penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, medik
dan kesehatan alternatif serta perijinan bidang kesehatan di
Daerah ;

h. pelaksanaan penga$rasan dan pengendalian terhadap
pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, makanan dan
kefarmasian ;

i. pengelolaan admrnistrasi umum meliputi ketatausahaan,
keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan dinas ;

j. pengelolaan UPTD ;

k. F8lnbinaan dan binrbingan kelompok jabatan fungsionat.

Bagian fietiga

Dinas Pendidikan Nasional

Pasal 10

(1) Dinas Pendidikan Nasional adalah merupakan unsur pelaksana
Pembrintah Daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.
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(2) Dinas Pendidikan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

yang berada dtbawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

Pasal '11

Dinas Pendidikan Nasional mempunyai ttrgas pokok melaksanakan

urusan rumah tangga Daerah dibidang pendidikan dan

kebudayaan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tuEas pokok sebagaimana dimaksud

Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan Nasional

mempunyaifungsi :

a. pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang pendidikan

nasional yang ditetapkan oleh Bupati ;

b. perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingin dan

pembinaan dibidang pendidikan dan kebudayaan ;

c. perencanaan teknis operasional dan pengembangan unsur-

unsur pendidikan dan kebudayaan yang menjadi tanggung

jawabnya ;

d. pelaksanaan pemberian ijin sesuai dengan kebijaksanaan yang

ditetapkan oleh Bupati ;

e. pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas

dibidang pendidikan dan kebudayaan ;

f. pengelolaan administrasi umum ;

g. pengelolaan UPTD dan Cabang Dinas ;

h: pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.
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Bagian Keempat

Dinas Pertanian,dan pelernakan

Pasal 13

(1) Dinas Pertanran dan peternakan adarah merupakan unsur
pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pertanian dan
peternakan.

(2) Dinas Pertanian dan peternakan dipimpin oleh seorang Kepara
Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati metalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Dinas Pertanian dan peternakan mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan rumah tangga Daerah di bidang pertanian
dan peternakan yang m€njadi tanggung jawabnya, yang meliputi
tanaman padi, palawija, hortikultura dan ternak.

Pasal 15

untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Dinas pertanian dan peternakan
mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang pertanian dan
peternakan yang ditetapkan oteh Bupati ;

b. perencanaan arear dan produksi tanaman, serta popurasi dan
produksi ternak :

50



c. perencanaan dan penEawasan penyaturan sarana produksi

yang meliputi bibit/benih, pupuk, pakan ternak, pestisida dan

obat hewan ;

d. pengamatan dan penanggulangan organisme pengganggu

tanaman dan penYakit ternak ;

e. pemberian bimbingan kelembagaan manajemen pola kerjasama

usaha tani :

f. pemberian perijinan, pengawasan dan pembinaan prosesing

hasil pertanian dan ternak ;

g pelaksanaan uji coba dan percontohan terhadap teknologi baru

dan sarana produksi ;

h. pelaksanaan bimbrngan pemanfaatan dan pemeliharaan alat

mesin pertanian ;

i. pembinaan dan perijinan produksi benih/bibit;

j. pelaksanaan bimbingan pemantauan dan pemeriksaan higiene

sanitasi lingkungan usaha tani ;

k. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan

sumber air dan air irigasi ;

l. pelaksanaan analisis dan penanggulangan residu bahan kimia

pada komoditi pertanian/ternak ;

m. pelaksanaan bimbingan teknis produksi dan reproduksi ;

n pengaturan dan sertifikasi benih pertanian dan ternak ;

o. pelayanan kesehatan hewan ternak ;

p. pencatatan harga pasar semua produk pertanian ,

q. pengendalran, pengaturan, pengawasan kebun dinas dan ternak

milrk pemerintah ;

r. pengelolaan administrasi umum ;

s. pengelolaan Cabang Dinas ,

l pembinaan dan bimbingan kelompok labatan furrgsional
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Bagian K.elima,

Dinas Perhubungan dan Pariwisata

Pasal 16

(1) Dinas Perhubungan dan Pariwisata'adalah unsur pelaksana

Pemerintah Daerah' dibidang perhubungan dan pariwisata.

(2) Drnas Perhubungan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok

rnembantu Bupati dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang
perhubungan dan kepariwisataan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Dinas Peihubungan dan Pariwisata

mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang perhubungan

dan pariwisata yang ditetapkan oleh Bupati :

b. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang perhubungan dan

pariwrsata :

c. pelaksanaan kebijaksanaan operasional , pemberian bimbingan

dan pembinaan, pemberian perilinan sesuai kebijaksanaan yang

ditetapkan oleh Bupati ;

d. pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dibidang
perhubungan dan pariwisata ;
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e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknts yang berada

dibawah Dinas Perhubungan dan Pariwisata ,

f pengelolaan administrasi umum ;

g pengelolaan UPTD ;

h. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenam

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Pasal 19

(1)Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah unsur
pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perindustrian,

perdagangan, koperasi, penanaman modal dan pertambangan.

(2)Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung

iawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang
perinclustrian, perdagangan. koperasi. penanaman modal dan

pertambangan
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Pasal 21

Untuk ntertyelenggarakan tugas pokok sebagarmana tJtrnaksud Pas,'r

20 Peraturan Daerah rni, Dinas Perindustrian, Perdagarrgan dan

Koperasi mempunyai fungsi :

a pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang perindustrian

perdagangan dan koperasi yang ditetapkan oleh Bupatr ;

b. pelaksanaan sinkronisasi penyusunan rencana dan program

. pembangunan industri, perdagangan koperasi, penanaman morjal

dan pertarnbangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan

Penrerintah ;

c. penyuluhan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan industri,

perdagangan, koperasi, penanaman modal dan pertambangan ;

d penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan program sektoral

dibidang perindustrian dan pertambangan, perdagangan, koperasi

dan usaha kecil serta penanaman modal dan promosi ;

e. pelaksanaan evaluasi kebijaksanaan :eknrs bimbingan dan

pengembangan industri, perdagangan, koperasi, penanaman modal

Can pertambangan di wilayah Kabupaten Pati ;

f pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi lainnya serta

organisasi/asosiasi dunia usaha di Wilayah Kabupaten Pati ;

g pengendalian dan brmbingan pelaksanaan penyediaan dan

penyaluran h2'?ng dan iasa serta penyiapan dan pelaksanaan

urusan perijinan ,

h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas

Perindustrian Perdagangan dan Koperasi ;

i pengelolaan UPTD :

j pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional
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Bagian Ketujuh

Dinas Pertanahan

Pasal 22

('l)Dinas Pertanahan adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah

Daerah dibidang pertanahan.

(2)Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada

dibawah dan bertanggung lawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

Pasal 23

Dinas Pertanahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

kewenangan Otonomi Daerah dibidang pertanahan dalam pelaksanaan

tugas desentralisasi.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal

23 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanahan mempunia 'r:ngsr

a. pelaksanaan pembinaan kewenangan dibrdanE pei'tanahan yang

ditetapkan oleh Bupati ;

b. perumusan kebilakan teknis dibidang pertanahan Kabi;paten ;

c. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan Lrrnum dibidang
pertanahan meliputi pengaturan penguasaan tanah, tata guna tanah

dan tata ruang, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan

pendaftaran tanah serta penanganan masalah pertanahan ;

d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang

Dinas dibidang perlanahan Kabupaten ;
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tn ketatausahaan Dinas 'e. pengelolaan urusa

f. pengelolaan Cabang'Dinas ' '

g. pembinaan dan bimbingan ketompok iabatan fungsional

Bagian KedelaPan

Dinas Tenaga Keria dan Transmigrasi

Pasal 25

(1)Dinas Tenaga Kerja dan Traasmigrasi adalah unsur pelaksana

Pemerintah Daerah dibidang tenaga keria dan transmigrasi'

(2)Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang berada dibawah dan bertanggung iawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah'

Pasal 26

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok

*",u*""n"nJn ururun rumah tangga Daerah dibidang tenaga kerja dan

transmigrasi yang menjadl tanggung jawabnya'

Pasal 27

untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal

26 Peraturan Daerah ini' Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

memPunYaifungsi

a. pelaksanaan pembinaan kewenanean-^flnidang tenaga kerja dan

transmigrasi yang ditetapkan oleh Bupati :
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b. penyusunan rencana dan progriayn kebilakan dibidang tenaga kerja

dan transmigrasi ;

c. pembinaan ', pelaksaqaan , kebijakan hubungan industrial,
perlindungbn pekerja dan jaminan sosial pekerja ;

d. penetaprn upah minimum kabupaten dan sektoral kabupaten ;

e. pelaksanaan standar keselamatan kerja, kesehatan kerja, higiene
perusahaan, lingkungan kerja dan ergonomi ;

f. perencanaan penempatan tenaga kerja ;

g. pem6inaan Bradukilfitas bagi pengusafia kec( dan menengaft ;

h. pelaksanaan pemberian perijinan dibidang tenaga kerja dan

transmigrasi ;

i. pelaksanaan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program

bidang,tenaga kerja dan transmigrasi ;

j. penetap n ', 'l kebijakan informasi ketenagakerjaan dan

ketransmigrasian ;

k. pengelolaan administrasi umum ;

l. pembinaan dan :birtbingan kelompok jabatan fungsional.,

'' 'Bagian Kesembilan

Oinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 28

(1)Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintah

Daerah dibidang kelautan dan perikanan.

(2)Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.
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Dinas KelautAn dan Ferikanan rnempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan rumah tangga'Daerah dibidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 30

tJntuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal

29 Peraturan Daerah ini, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai

fungsi :

a. pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang kelautan dan

perikanan yang ditetapkan oleh Bupati ;

b. pelaksanaan pembinaan teknis dan pengembangan teknis

kewenangan dibidang , kelautan dan perikanan ;

c.. penyusunan rencana dan pelaksanaan :program pembangunan

bidang kelautan dan Perikanan ;

d. pelaksanaan pengawasan teknis dan tugas-tugas pelaksanaan

dibidang kelautan dan Perikanan ;

e. pengelolaan, pembinaan dan rekomendasi perijinan dibidang

kelautar: dan Perikanan ;

f. pengelolaan administrasi umum ;

g. pengelolaan UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan ;

h. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional'
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Bagian Kesepuluh

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 31

( 1 ) Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah unsur pelaksana

Pemerintah Daerah dibidang kehutanan dan perkebunan

(2)Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok

melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka
pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang kehutanan dan
perkebunan.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal

32 Peraturan Daerah ini, Dinas Kehutanan dan Perkebunan

mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang kehutanan dan
perkebunan yang ditetapkan oleh Bupati ;

b. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;

c. pembinaan dan pengawasan teknis dibidang kehutanan dan
perkebunan ;

d. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan tugas pokoknya ;
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e. penyelenggaraan urusan penghijauan dan konservasi tanah serta

penyuluh kehutanan dan perkebunan ;

f. penyelenggaraan pembinaan perlebahan dan persuteraan ; i
g. penyelenggaraan penelitian dalam bidang kehutanan dan il

perkebunan spesifik daerah ;

h. penyelenggaraan pengujian dalam rangka penerapan teknologi

.,anjuran

i. pelaksanaan urusan tata usaha hasil hutan ; 
.

j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dtnas

Kehutanan dan Perkebunan ;

k. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional. ;

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah
i

t

Pasal 34

(1)susunan ()rqanisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah

terdiri dari .

a. Kepala uinas ;

b. Wakrl Kepala ;

c. Bagian Tata l.,lsaha terdiri dan .

1 Sub Bagian Umum ;

2 Sub Bagian Ker"rangan ;

3 Sub Bagian Kepegawaian
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d. Sub Dinas Bina Program terdiri dari :

1. Seksi Penyusunan Rencana dan Program ,

2. Seksi Data dan lnformasi :

3. Seksi Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

e. Sub Dinas Permukiman dan Pengembangan Daerah terdiri dari :

1. Seksi Permukiman ;

2. Seksi Penyehatan Lingkungan ;

3. Seksi Perijinan.

f Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :

1. Seksi Pertamanan dan Penerangan Jalan ;

2. Seksi Kebersihan ;

3. Seksi Pemadam Kebakaran.

g. Sub Dinas Sarana dan Prasarana terdiri dari .

1. Seksi Jalan dan Jembatan ;

2. Seksi Peralatan ;

3. Seksi Pemeliharaan, Perawatan Jalan dan Jembatan.

h. Sub Dinas Pengairan terdiri dari :

1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan ,

2. Seksi Eksploitasi Pengairan ;

3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Pengairan.

i. Cabang Dinas ;

j Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian fata
Usaha dan Sub Dinas dipirnpin oleh seorang Kepala Sub Dinas
yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas

(3)Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Seksi
dipimpin oleh seorang Kepala Seksr yang masing-masing berada
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dibawah dan bertanggung "iawab kepada Kepala Bagian Tata

Usaha/Kepala Sub Dinas.

(4)Cabang Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kecamatan

dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas Permukiman dan

Prasarana Daerah yang masing-masing berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga fungsional

yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(6)Bagan Organisasi Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Pasal 35

(1)Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;

b. Bagian Tata Usaha terdiridari :

1. Sub Bagian Umum ;

2. Sub Bagian Keuangan ;

3. Sub Bagian Kepegawaian.

c. Sub Dinas Bina Program dan Sistem lnformasi Kesehatan terdiri

dari :

1. Seksi Penyusunan Rencana dan Program ;

2. Seksi Data dan lnformasi Kesehatan ;

3 Seksi Pengembangan'Kesehatan ;

4. Seksi Monitor, Evaluasi dan Pelaporan

62



d Sub Drnas Penrtrer clayairrr Mirsylrr , rkarl clan Jamrnan
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakal ler',iiri darl

1. Seksi Media dan Promosi Kesehalarr ,

2. Seksi Peran Serta Masyarakat ,

3. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.

e Sub Dinas Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan
Lingkungan Pemukiman (PPMPLP) terdirr dan

1. Seksi Pengamatan, Pencegahan Penyakit ;

2. Seksi Pemberantasan Penyakit ;

3. Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan ;

4 Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum, lndustri dan

Makanan Minuman.

f Sub Dinas Kesehatan Keluarga terdiri darr :

1. Seksi Kesehatan lbu Anak dan Keluarga Berencana ;

2. Seksi Lanjut Usia ;

3. Seksi Gizi.

g. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

1. Seksi Upaya Kesehatan Dasar, Rujukan dan Khusus ;

2. Seksi Farmasi dan alat Kesehatan ;

3. Seksi Upaya Kesehatan Alternatif ;

4. Seksi Hukum dan Lisensi.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas {UPTD) ,

i Kelompok Jabatan Fungsional

(2)Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagiarr Tata

Usaha dan Sub Dinas' dipimprn oleh seorang Kepala Sub Dinas
yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(3)Sub Bagian dipirnprn oleh seorang Kepala Surr Bagian dan Seksi
clipimprn oleh seorang Kepala Seksi yang nrasrng-masing berada
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. dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagran Tatir

Usaha/Kepala Sub Dinas

(4)Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) drpimprrr oleh seorang kepala

yang berada dibawah dan bertanggung lawab kepada Kepala Dtttas

(5)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga fungsiona

yang bertar"rggung iawab kepada Kepala Dinas

(6)Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran ll merupakan bagian yang tidak terprsahkan dari Peratirran

Daerah ini.

Bagian Ketiga

Dinas Pendidikan Nasional

Pasal 36

(1)Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Nasional terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;

b. Wakil Kepala ;

c. Bagian Tata Usaha terdiri dari

1. Sub Bagian Umum ;

2. Sub Bagian Keuangan ;

3. Sub Bagian Kepegawaian.

d. Sub Dinas Bina Program terdiri dari

1. Seksi Penyusunan Rencana dan Program ;

2. Seksi Data dan lnformasi ;

3. Seksi Pemantauan dan Pengendalian

4. Seksi Pengembangan dan Pelaporan
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e. Sub Dinas Prasarana Pendidikan tetdiri dari.

1. Seksi Prasarana dan lnventaris ;

2. Seksi Pemeliharaan.

f. Sub Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri dari :

1. Seksi Roudlotul Athfal, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar,

Madrasah lbtidaiyah ;

2. Seksi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Madrasah

Tsanawiyah ;

3. Seksi Sekolah Menengah Umum, Madrasah Aliyah ;

4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.

g Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Kebudayaan

terdiri dari :

1. Seksi Pendidikan Dasar Luar Sekolah ;

2. Seksi Pendidikan dan Ketrampilan ;

3. Seksi Pemuda dan Olah Raga ;

4. Seksi KebudaYaan.

h. Sub Dinas Sumberdaya Kependidikan terdiri dari :

1. Seksi Bina Karier ;

2. Seksi Bina Personil ;

3. Seksi Alat lntruksi.

i Cabang Dinas ;

j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;

k. KelomPok Jabatan Fungsional'

(2)Bagian Tata Usaha dlpimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata

usaha sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala sub Dinas dan

seksi dipimpin oleh seorang Kepala seksr yang masing-masing

berada dibawah dan bertanggung iawab kepada Kepala Dinas'
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(3)Sub Bagian dipimpin oleh seorang.Kepala Sub Bagian dan Seksi

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada

dilawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata

Usaha/Kepala Sub Dinas.

(4)gibang Dnas Pendidikan Nasional Kecamatan dipimpin oleh seorang

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional yang masing-masing i

berada dibawah dan bertanggung iawab kepada Kepala Dinas.

(5)Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(6)Kelompok Jabai€n Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga fungsional

yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(7) Bagan Organisa3i binas Pendidlkan Nasional sebagaimana tercantum

dalam Lampiran lll merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat;
Dinas Pertanian dan Peternakan

Pasal 37

(1)Susunan Organisasi ginas Pertanian dan Peternakan terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;

b. Wakil Kepala ;

c" Bagian Tata Usaha terdiridari :

1. Sub Bagian Umum :

2. Sub BagianKeuangan ;

3. Sub Bagian KePegawaian.

d. Sub Dinas Bina Program terdiri dari :

1. Seksi Penyusunan Rencana dan Program ;
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2. Seksi Data dan lnformasi ,

3.seksiPemantauan,Pengendalian,EvaluasidanPelaporan'

e. Sub Dinas Padi dan Palawija terdiri dari :

1. Seksi Produksi Padi clan Palawila ;

2. Seksi Perbenihan dan Pengembangan Padi dan Palawija ;

3 Seksi Bimas/Ketahanan Pangan ;

4. Seksi Tata Guna Air dan Alsintan.

f Sub Dinas Hortikultura terdiri dari :

1. Seksi Produksi Hortikultura ;

2. Seksi Perbenihan dan Pengembangan Horti ;

3. Seksi Perlindungan Tanaman ;

4. Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pemb Gizi'

g. Sub Dinas Usaha Tani terdiri dari :

1. Seksi Pembibitan Pemuliaan dan Makanan Ternak ;

2. Seksi Penyebaran dan Pengolahan Hastl Ternak :

3. Seksi Kelembagaan Tani ;

4. SeksiAgrobisnis dan lnformasi Pasar.

h. Sub Dinas Kesehatan Hewan terdiri dari

1. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner ;

2. seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pelayanan

Kesehatan ;

3. Seksi Pengamatan PenYakit ;

4. Seksi Pengawasan Obat dan Vaksin'

i. Cabang Dinas ,

j. KelomPok Jabatan Fungsional.

(2)Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata

Usaha dan sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala sub Dinas

ypng masing-masing trerada dibawah dan bertanggung jawab

kepada KePata Dinas.
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(3)Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepata
dipimpin oleh seorang Kepala Srksr yang
dibawah dan bertangg,ung jawittt kepada
Usaha/Kepala Sub Dinas.

(4)Cabang Dinas pertanian

seorang Kepala Cabang
masing-masing berada

Sub Bagian rlirrr lilk:;r
masrng-mastrtcJ llcr ;rrl;r

Kepala Barlarr i, t, \

dan Peternakan Kecamz{ilr dipimpin olrrh
Dinas Pertanian dan perternakan yarri;

dibawah dan bertanggung lawab kepada
Kepala Dinas.

(5)Kelompok Jabatan Fungsionar terdirr darr tenaga-tenaga fungsronar
yang bertanggung jawab kepada Kepalir r, ,qb

(6)Bagan organisasi Dinas pertanian dan peternakan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran lV merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kelima

Dinas Perhubungan dan pariwisata

pasat 3g

(1)susunan organisasi Dinas perhubungan dan pariwisata terdiri dari
a. Kepala ;

b. Eagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum ;

2. Sub Bagian Keuangan ;

3. Sub Bagian Kepegawaian

c. Sub Dinas Bina Program terdiri dari .

'l . Seksi Perencanaan Program dan perrrlrrrnpulari Dat:l .

2 Seksi Pengolahan Data ,

3. Seksi Pengendalian, Evaluasi dsp [,r:i.ipor;irl
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(i Sut) Drrras Perhubungan Darat terdirr darr

1 Seksi Lalu Lintas rliur [)rirsar;tna :

2 Seksr Angkutan

3. Seksi Keselamatan darr Teknik Sarana

e. Sub Dinas Perhubungan Laut terdrri dan .

1. Seksi Angkutan Laut ;

2 Seksi Kepelabuhan ;

3 Seksi Keselamatan Pelayaran.

f Sub Dinas Kepariwisataan terdiri dari :

1. Seksi Sarana Wisata ,

2. Seksi Obyek dan Pemasaran Wisata.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata

Usaha dan Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas
yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(3)Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Seksi
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata

Usaha/Kepala Sub Dinas.

( )Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepata

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas

(5)Kelompok Jabatan Fungsional terdirr dari tenaga-tenaga fungsional
yang bertanggung jawab kepada Kepala Drnas

(6)Bagan Organisasi Dinas Perttubungan dan Panwrsata sebagaimana
tercantum dalam Lampirarr V merupakan baqian yang tidak
terpisahkarr darr Peraluran [)aerah irri
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Bagian Keenam

Dinas Perindustrian' Perdagangan dan Koperast

Pasal 39

(1)Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

terdiri dari :

a. KePala ;

b. Bagian Tata Usaha terdiri dari

1. Sub Bagian Umum ;

2' Sub Bagian Keuangan ;

3 Sub Bagian KePegawaian

c. Sub Dinas Bina Program terdiri dari '

1. seksi perencanaan program dan pengumpulan Data ;

2' Seksi Pengolahan Data ;

3. Seksi Pengendalian' Evaluasi dan Pelapotil' 
'-

d. Sub Dinas perinOustrian dan Pertambangan terdiri dari :

1. Seksi lndustri Kimia Agro dan Hasil Hutan ;

2' Seksi lndustri Logam Mesin Elektronika oii 
l:"*" '

3' Seksi Perlindungan Usaha dan Standart Mutu ;

4. Seksi Pertambangan'

e. Sub Dinas Perdagangan terdiri dari :

1' Sekei Bimbingan Usana dan Sarana Perdagangan '

2' Seksi Pelayanan lnforrnasi Perusahaan '*^^
3' Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsurnen '

4' Seksi EksPor lmPor'
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I

I Sub Drrras Koperasr dan Usaha Kct,tl lrlrtltrtclatt

I Seksi Birra Lettrtraga Koptlrasi ;

2 Seksi Usaha Koperiisi

3 Seksi Stmpan Prnjam .

4 Seksi Pengembangan Usaha Kectl :

g. Sub Drnas penanaman modal dan promosi terdiri dari :

1 . Seksi lnvestasr ;

2. Seksi Pengembangan Modal Daerah ;

3. Seksi Promosi lndustrr Perdagangan.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata

Usaha dan Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas

yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(3)Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Seksi

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata

Usaha/Kepala Sub Dinas.

(4)Unit Pelaksana Teknis Dinas (LIPTD) dipimpin oleh seorang Kepala,

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga fungsimal
yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas"

(6)Bagan Organisasi Dinas Perindustrian Peldagaqgqnl'dan Koperasi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vl rnerupakan rbagian

yang tidak terpisahkan dari Peraluran Daerah ini.
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Bagian Ketujuh

Dinas Pertanahan

Pasat 40

(1)Susunan Organisasi Dinas pertanahan terdni dari

a. Kepala ;

b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :

, 1. Sub Bagian Umum ;

2. Sub Bagian Keuangan ;

3. Sub Bagian Kepegawaian.

c. Sub Dinas Bina program terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan program dan pengumpulan Data ;

2. Seksi Pengotahan Data ;

3. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan.

d. Sub Dinas Tata Guna Tanah terdiridari :

1. Seksi Perpetaan dan Data ;

2. Seksi Bimbingan dan pelayanan 
;

3. Seksi Pengaturan penguasaan Tanah.

e. Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah terdiri dari :

1. Seksi Pengaturan Hak Atas Tanah :

2. seksi Pengaturan Tanah rnstansi pemerintah dan Tanah
Ulayat ;

3. Seksi Penanganan Masalah.

f. sub Dinas Pengukuran dan pendaftaran Tanah terdiri dari

1 Seksi Pengukuran dan pernetaan 
;

2. Seksi Peralihan dan pembebanan 
;

3. Seksi lnformasi Pendaftaran Tanah

b

F
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g. Cabang Dtnas ,

h Kelompok Jabatart Fungstorral

(2)Bagian Tata Usaha drprmpin oleh seorang Kepala Bagian Tata

Usaha dan Sub Dinas diprmpin oleh seorang Kepala Sub Dinas

yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas

(3)Sub Bagian dipimprn oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Seksi

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata

Usaha/Kepala Sub [Jrnas.

(4)Cabang Dinas Pertanahan Kecarnatan dipimpin oleh seorang
Kepala Cabang Dinas Pertanahan yang masing-masing berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga fungsional
yang bertanggung jawab kepada Kepata Dinas.

(6)Bagan Organisasi Dinas Pertanahan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Vll merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 41

(1)Susunan Organisasi Drnas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri

dari :

a. Kepala ,

b. Bagian Tata Usaha lerdtrt dari :

1 Sub Bagian Urnum ,

2 Sub Bagian Keuang.rn ,
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3. Sub Bagian KePegawatan.

c. Sub Dinas Brna Program terdiri dari :

1. Seksi Ferencanaan Program dan Pengumpulan Data 
'

2. Seksi Pengolahan Data ;

3. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan'

d. sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja dan Produktifitas terdiri

dari :

1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja ;

2. Seksi Produktifitas ;

3. Seksi lnformasi Pasar Kerja, standarisasi dan sertifikasi

Latihan Kerja

e. Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri'dari :

1. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan ;

2. Seksi Pengawasan Keselamatan Kerja ;

3. Seksi Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja-

f. sub Dinas Hubungan'lndustrial Keseiahteraan dan syarat Kerja

terdiri dari :

1. Seksi Persyaratan Kerja dan Keseiahteraan Pekeria ;

2.SeksiHubungantndustrial,KelembagaanPengusahadan
Pekerja;

3. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial.

g. Sub Dinas Transmigrasi terdiridari :

1. Seksi Penyuluhan, Pendaftaran dan Seleksi ;

2. Seksi Pemindahan ;

3. Seksi Keriasama Lintas'Daerah.

h. KelomPok Jabatan Fungsional

(2)Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha

dan Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang masing-

masing berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
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(3)Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Seksi

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada

dibawah dan bertanggurrg lawab kepada Kepala Bagian Tata

Usaha/Kepala Sub Dinas

(4 ) Kelompok Jabatan Fuqgs iona| terdiri -dari tenaga-tenaga fungsional

yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vlll merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kesembilan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 42

(1 )Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan:Perikan'an'terdiri dart,:

a. Kepala;
fsaha'terdiri dari : ,'i.b. Bagian Tata L 

l

. 1. Sub Bagian Umum ; I '' , 
'

2. Sub Bagian Keuangan ;

3. Sub Bagian KePegawaian,

c. Sub Dinas Bina Program terdiri dari :

l. Seksi Perencanaan Program dan Pengurnpufan,Dlata ;

2. Seksi Pengolahan Data ; i '

3. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan- .:
r' :: ' .: . ,

d Sub Dinas Kelautan terdiri dari : :. . , : :

1 Seksi Pengelolaan Ruang Pesisir dan .l::aut-

2 Seksi Pemanfaatirrr Sumber Daya;,rNon Ha'ya.{.i.dan' J.a-ga.:
Kelautan
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3 Seksr l)errguwasar. L aut

4. Seksr lnforrnasr Kelaulan

e. Sub Drnas Perikanan terdiri dari ;

1. Seksi Brna Usaha ,

2 Seksi Pengolahan dan Bina Muru ,

3 Seksi Perbenihan dan Budi Daya ,

4 Seksi Penangkapan lkan

f. Sub Dinas Konservasi terdirr dari

1. Seksi Pengendatian Hama dan penyakit 
.

2. Seksi Pengendalian dan Perlindungan Sumber Daya
Perikanan ;

g Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha
dan Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang masing-
masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(3)Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepata Sub Bagian dan Seksi
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata

Usaha/Kepala Sub Dinas.

(4)Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oteh seorang Kepata
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

(5)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga fungsionat
yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

(6)Bagan Organisasr Dinas Kelautan dan Perikarran sebagaimana
tercantum dalam Lanrpiran lX merupakan bagran yang trdak

terpisahkan dari Peraturar.r Daerah ini
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Bagian Kesepuluh
Dinas Kehutanan dan perkebunan

Pasal 43

(1) susunan organisasi Dinas Kehutanan dan perkebunan terdiri dari :

a. Kepala ;

b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum ;

2. Sub Bagian Keuangan ,

3. Sub Bagian Kepegawaian.

c. Sub Dinas Bina program terdiri dari :

1. Seksi perencanaan program dan pengumpulan Data ;

2. Seksi Pengotahan Data ;

3. Seksi pengendalian, Evaluasi dan pelaporan.

d. sub Dinas produksi dan peredaran Hasir terdiridari :

1. Seksi Produksi ;

2. SeksiAlat, Mesin dan Bahan Tanaman ;

3. Seksi pemungutan dan peredalan Hasil.
e. Sub Dinas penyuluhan dan Bina Usaha terdiri dari :

1. Seksi penyuluhan dan Bina tJcaha ;

2. Seksi pengolahan dan pemasaran.

g' sub Dinas perrindungan dan Konservasi terdiri dari :

1. Seksi pembinaan dan pengawasan perlindungan Hutan ;

2. Seksi Bimbingan pengamatan/peramaran oan pengendarian
Organisme pengganggu Tanaman ;

3. Seksi reknik Rehabiritasi dan Konservasi Taiah Dan Air ;
h. Kelompok Jabatan Fungsional,
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(2) Bagian Tata U*atadipfiFio,ot€*t $eorang Kepaia Bagian Tata Usaha

dan Sub Dinas dipimpin oleh seorahg Kepala . Sub Dinas yang

masing-masing kada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

{3} Sub Baglan dipimpkr o&eh seorang Kepala Sub Bagian dan Seksi

dipimpin oleh seora*g Kepala Seksi yang masing-masi:rg berada

dibawah dan bert*fggung iawab kepada Kepala Bagian Tata

Usaha/Kepala Sub Dinas.

(4) Kelornpok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga fungsional

yang bertanggung jaralrab kepada Kepala Dinas.

(5) Bagan Organisaei Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana

tercantum dalam Larnpiran X merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

,,,, ' BABY
KETEN TUAI{ LAII{.I.AIN

Fa-sal it4'
' -;.

(1) Uraian tuges'Kepda'Dinds, 'Kepala Bqian Tata Usaha, Kepala Sub

Dinas, Kepala Sub 8.qian, Kepala Seksi dan Cabang Dinas diatur

lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(2) Formasi dan persyaratan iabatan pada Dinas-dinas Daerah

ditetapkan dengaq Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan

peratuan perundangl,undangan yang berlaku.

Pasal 45

Tata laksana pelaksanaan tugas pada Dinas-dinas Daerah diatur lebih

lanjut dengan Keputusan BuPati.



I

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

. Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

' Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

itetapkan di Pati

pada tanggal 21 Desember 2000

BUPATI PATI

ttd.

YUSUF MUHAMAD

Diundangkan di Pati

pada tanggal 26 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

rtd.

SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2OOO NOMOR 90
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH] KABUPATEN PATI

NOMOR 6 TAHUN 2OOO

.TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS.DINAS DAERAH
KABUPATEN PATI

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun lggg tentang pemerintahan
Daerah, rnenetapkan bahwa pelaksanaan otonomi ,tebih luas diberikan kepadaDaerah Kabupaten/Kota. Har tersebut ditandai de.ngan penyerahan semuakewenangan pemerintah selain kewenangan Pemerintah pusat dan proprnsi
Adapun kewenangan wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kotameliputi pekerjaan urnum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian,
perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modar, ringkungan ,,;;;,
pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk melaksanakan kewenangan/urusan
wajib yang diserahkan Daerah, perlu menyesuaikan dan mengatur/menata serta
membentuk Dinas-dinas "baru sebagai unsur Perangkat Daerah sesuai dengan
tuntutan/kebutuhan pelaksanaan otonomi daerah, disesuaikan dengan kewenangan
yang telah diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota.
untuk pengaturan dan pembentukan Dinas-dinas Daerah Kabupaten pati dimaksud
ditetapkan dengan peraturan, Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

1. Pasal 1

2. Pasal2
3. Pasal 3 sld 47

: cukup jelas

: cukup jelas

: cukup jelas

80



BAGAil SUSUT{All 0RGA}||SASl

OIIIAS PERMUKIIIIAII DAII PRASARANA DAERAH

luEuPAttll PATI

LAMPIRAN I : PERATURAfi OAEBAH KABUPATEN PATI

IIOMOR 6 TAHUN 20(l(l TE}ITAIIG

PEMBENTUKAII ()RGAIIISASI DIIIAS.
DIIIAS DAERAH KABUPATEN PATI.

BUPATI PATI

YUSUF MUHAMAD



t

EACN| SuStiltt{ oRGAilsASt
OIIIAS{ESEHANil rlBUSf,TEI{ PdN

$itf,tnAil u : pEaATsf,ril BfrEffAH tff&lpAffir nil
IIOMOR 6 rAHUil MOO TETTAXG
PEMBE}ITUKAII ORGAIIISASI I'IIIAS.
0[{Ag oAEMH nSUPATEil PATI.

I

$u8 0{tat
SM P8{lGRAll drn

tlFORtrlAS

SUB DITTAS PEiIBEROAYAAX
MAIIYAB/I(AI drn JAfl lMll
PEiIELIHARAAII IGSEHATAII

]IIASYARAXAT

sul D[{As PEn
TERAIITASAI{ PEXYfiTT
fEilULAR d.n PETYE.
ruruL,ilGKJxc lt

sE[st xtsE]tATAil tBU

lilrlt ftr KIIUARGA
8ERgilCAilA

sEt(st JAiilltAlr
PEI'IRIHARAA}I IGS E$ATtll

XIASYARAXAT

sEr$ M0ilrT0RlilG,
EVALUASI dit
PETAPOBAII

BUPATI
ttd

PATI

YUSUF MUHP.IJIAD



BAGAII $USUIIAII ORGAIIISASI 
'

DITIAS PEIIDIDIKAiI }IASIOIIAT KABUPAIEI{ PATI

tAtrlPlRAll llt : PERATURAil 0AERAH KA8UPATEN pATt
1{0}t0R 6 TAHUN 2000 TETTAI{0
PEMBEIITUKAII ORGAIIISASI OIIIAS.
DIIIAS DAERAH KABUPATEI{ PATI.

a!

SEKSI
BlllA PER$0ltr

BUPATI PATI
ttd.

YUSUF MUHAMAD

SU8 DIilAS PEDIDIKAiI
LUAR SEK()LAH,

PEMUOA
&O XIBUDAYAAN



BAGAT{ $USUr{At{ 08cAillsAst
I}IHAS PERTAIIIAI{ DA}I PEIEFIIAIOI{ KABUPATEI{ PATI

PERATURAII OA€RAH I{AEUPATTJ{ PATI
It0tttoR 6 TAHUT{ 2000 TEilTAI{G
P€mBEilTUKAtit 0RGAII$AS| 01HAS.
OIIIAS OAERAH KAEUPAIEI{ PATI

LAtrlPlRAll lV

KEL JABATAII FUNGSIO}IAI

co
5

SEI(SI PEMA'ITAUAI{,
PTiIGEilDNLIAII, EVA.

LUASf dao PELAmRAft

SEIGI IATA GUI{A AIR
dan ALAT llfllTRUXSl

PERTA}I]AiI

SEKSI PEIICEGAHAN
PEMBERAI{TASAIi
PEItIYAKIT drn Pt-

LAYAiIAI{ ffiSEHAIA'T

BUPATI PATI
ttd.

YUSUF MUI,AMAD



@
c'l

SEKSI
PEEEI{CAilMT
PROGRAM d'n

PEIiGUMPUTAI{ DATA

SEKSI PEIIGE[oruAil,
EVAI,IASl dur
PfttPONTX

UIMPIRAIi V

EAOAN SUSUNAN ORCANISASI
DINAS PERHUEUNGAII OAI'I PARIWISATA

XAEUPATEII PATI

KEPALA

PERATUEAI{ OAERAH XAEUPATEI{ PATI
r,r0M0R 6 rAHUil 2000 lEilTAilc
PEMBENIUKAN ORGANISASI DIIIAS.
OIIIAS OAERAH KAEUPATE}I PATI

BUPATI PATI
ttd.

YUSUF MUHAMAD



t, ....,,
um_trtn$ : pEnrTuffs0lGttH KAigltTIriGr

BAGnl{$usumrffiGrfls,rsr 
-1ffi-tL1Tt8l..Tr$;iffi

DlillE ?cRllllxFTnl|lr lElDtclxarr dir ropems' olms or:m'n xnl'uii{eni.*
NilPTIEI PrN

st l 0riA8
l0PEiASl drl
t llHA xEcrt

EETSI

rfiouslH xilrA AGfio
d.r H/tSlL HUTAT

' ttxst
S|MBlllGAll U$lrtlA drn
$ARlilA Pt*t!ffircAlt

BUPATI PATI
ttd.

YUSUF MUHAMAD
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-J

BAGAII SUSUI{AI{ ORGANISASI
OINAS PERTAI{AHAII KABUPATEI{ PA]I

tA*lPlRAll Vll ; pEMTURA|{ OAERAH KABUPATEI{ pATt

I{OMOR 6 TAHUII 2(t(l(l TEIITAIIG
PEMBEIITUKATI ORGAIIISASI DITIAS.
q!u!_9[EBAIIAE u PATEN PAT|.

^- _J

BUPATI PATI

SEXSI PETTGATUBAIT
TAIIAH ITSTA}ISI
PEMERII{IAH dan

TAIIAH ULAYA?

sEt(st
PETSATURAII PT.
IIOUASAAil TAIIAII

YUSUF MUHAMAD



8rcril susurtrt oRcAnSAEt
OINAS IENAGA KERJT OrN TNilSitIGRI$I

IilEUPAIEI{ PATI

LAlitPlRAtl Vtl : pERATURtl| 0ffMH KffiSlT,Er ptlt
$)f,oR 6 T fiUil nm unfl6
rur8EilTut(^fl 0RcAilBtS 0n $-
IXIIAS OAEilfi TASUPATEII P*TI.

SUBEAG

su omAs PEtEftt-
PAIAII TEilAGT IERJI
d.r PRooUrTmIf,s

su8 oltts
PETC WAS fl

(€IEIAGAIEB.IIAT

su3 ofiAs ltuBUlG-
At{ til0usTnlA[

IISEJAHTEfiMII drn
SYAfiAI IGR,IA

sE(st i

?€[GArf sti
TSIEIIAGAXEBJIAII

SfTSI PERSilNATAI{
I(ERJA dan IGSEJAH-

TERIIII PEIERJA

sE$r PEilYUTUflAt{,
PEilOAFTARAN &n

sEtFt(8t

SEKSI

KERJASAMA LINTAS

DAERAH

BUPATI PATI

YUSUF MUHAMAD



I{ABUPATEI{ P'ATI

8tfis{
PE[8EltottJ# ilAMA

dan PgflTrU(lT

SEKSI PEMAI{FAAT.
AtI SUMBER OAYA
ll0N HAYATI dan
JASA KELAUTAN

SEKSI PETOEISATIAN
dan PERU!,l0UllGAtl

SUMBER OAYA
PERiloilAt{

LAFtPtRAil lx PEMTUBAII OAERAI{ MSUPATFI{ PATI
NOI'TON 6 TAHUI{ ?8OO . IEflTA}IG
PEMSENTUKAN ONEAffiSASI OIflAS.
DINAS OAESAH XASU?AfTTI PATI,

EUPATI PATI

ttd:

YU${'F MUHA,MAD

BAGAiI SUSUt'iAlt 0FcAI,fi sAsI
OINAS KELNUTAI,I DAN PERIKA$IA}I

@(o



't

8rcfi susuilril omfiEAst
otllAs lxruTtflrx oil PEilEBUiltt

HBUPITEil Ptn

l,AilPlRAllX : pfRtlufifgffmtg&ilrgtrlt
ilOtm 6 Til{Ult,ltXtr IEtTflC
PEntErntil c8ctms$t t[rls.
0ttA8 offilt [l8uam[ PAT|.

BUPATI PAII

rtd.

YUSUF MUHAMAD

P€ISlllMll drn
PEXGAWASIII

If,ATiIUPENAilILAI{ IITI
!TGEilOAI.IAII ORGAilBMT
PEt{{tGAil8CU TAilAirAl{

sEt(sr rHfi{lK
SElt gluTA$ldan

l(0llgEnVAlll TlrtlAll drn


